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ABSTRAK

engukuran kuzlitas pelayanan publik pada Kantor Lurah di Kecamatan Pauh Kota Padang sangat penfing untuk
Ezxukan guna mengevaluasi kinerja pelayanan yang telah diberkan kepada masyarakat Kegiatan survei [Kid
g=n difckuskan untuk menjawab kondisi nyatz pelayanan pada Kanfar Lursh, hasil pengukursn kepuasan
=syarakat untuk jenis pelayanan secara umum pada unit ini dan upaya apa saja yang telzh dilakukan untuk
Emperbaiki kinerja pelayanan pada Kantor Lurah di Kecamatan Pauh. Secars operasional, penelitian ini akan
E=xsanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisic berbagai fenomena
gng terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data-data sesuai dengan indikatar penelitian yang
E=izpkan, yaitu berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang KM, terdin dar data primer
szlitatif yang dipercleh langsung dan sumbemya, yakni dar hasil wawancara dan pengisian kuisioner oleh
fesyaranat i lingkungan instansi. Berdasarkan hasil peneliian dapal diketshui bahwa zecara keseluruhan, nilzi
‘== Kepuasan Masyarakat (IEM) untuk pelavanan pada Kantor Lursh di Kecamatan Peuh adslah 6650
f#=cor baik berada pada rentang nilai 62.51 - B1.25 sehingga nilai IKM unick pelayanan publik yang
i=«sanakan oleh Kantor Lurah di Kecamatan Pauh tergalang baik, Milai Kepuazan fertinggi adalah untuk unsur
E=mznan pelayanan (2.88) dan nilai kepuasan terendah adalah untuk unsur kepastian jadwal pelayanan {2.27)
Fous pengujian kualitas objektifitaz pendapal respanden, maka dilakukan dengan mengkcmpilasikan data
Ezoncen yang dihimpun berdazarkan kabampok umur, tingkat pendidikan serla jenis kelamin dan secara umem
Enghasilkan nilai (KM baik.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1, LATAR BELAKANCG

Diberlakukannva Undang-Undang Nomaor 22 Tabun 1999 tentang otonomi dacrah
telah meruhah sirukur kelembagaan maspun kinerja pemerintah daerah, sebagai
bugian dari proses bergulirnya reformasi birokrasi pemerintahan menuju birokrasi
vang elektif dan efisien di Indonesia,

kartasasmita (1997) memberikan argumen  entang  sistern birokrasi di
Indonesia sebapai berikut:

Birokrasi Indonesia, masih javh dari ideal dan belum profesional,

Padahal, bila dipandang dari sistemnva sendiri birokrasi adalah modern

universal. Artinya, sistem dan prosedurnya sama sebagaimana ada di

negacn bain

Terkail dengan  masalab yang dihadapi birokrasi Indenesia, Thoha (2002}
berpendapat bahwa  birokrasi pemerintban di  Indonesia  mengalami  herbagai
persealan disebabkan tidak adanya akumabilitas publik. tidak adanya transparansi dan
kurang adanya pentanggungjawaban selama pemerintahan yang laly vang dilakukan
oleh pemerintab terhadap tindakan publik, karena pendekatan kekuasaan sangat
sentral.

Diampak dari apa vang ditunfukan oleh kinerja hirokrasi lentu saja dirasakan
langsung oleh masyarakat vang secara langsung mendapatkan pelavanan dari birakrasi
pemerintahan. Padahal, sejatinya apa vang dilakukan dalam upaya pembenaban
sirokrasi diarabkan bagi peningkatan pelayanan kepeda publik. Dalam rangka

celiaksanaan olonomi,  pemeriniah  dacrah memiliki tanggung  jawasb  selain



meningkatkan kKesejahteraan masyarakat, juga mengedepankan Kualitas pelayvanan
masyarakal yang berkelanjutan.
" . Selama ini perilaku birokrasi lebih bersikap tradisional bahkan feodalistis,
. Dalam pandangan birokrasi yang demikian, birokrasi berada di atas rak vat dan bukan
di tengab-tengah rakyal, Dalam kullor feodal seperti inl, menumbulikan budayva
nepotisme, Schingga kepentingan masyarakat vang seharusnya diberikan secara adil
. dan merata tersisihkan oleh faktor kedekaton atau kekerghatan, sehingga hanva orang-
| orang yang memilikl akses kedekstan inilah yang mendapatkan lavanan pemerintah

secara optimal.

i

| Musyarakat berpendapat. pelayanan vang diberikan oleh aparatur pemcrintah

... cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih

p- banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat kepada aparatur pemerintah vang
memberikan layanan Lkepada masvarakat { Triatmajo, 2007,

Salah satu keluban yang sering terdengar dari masvarakat vang herhubungan
dengan aparatur pemerintah karena sesuatu urusan, adalah selain berbelit-helit
akibal birokrasi vang kaku. juga perilaku okoum aparatur vang memberikan layanan
kepada masyarakat kadang kuranp bersahabat. sehingga, sering terjadi perang mulu
dan habkan hingga ke lisik tidak dapal terhindarken antara oknum aparal dengan
cknum masyarakal yang merasa dirugikan (Triatmojo, 2007),

b Selain iy, hampir segals bentuk lavanan vang disedizkan oleh birokmsi
.
b | pemerintah, dalam kehidupan sehari-hari baik ity PAM. listrik. telepon, KTF, KK,

MEB dan schagainya, sering berakhir dengan kekecewaan vang berujung pada
=tidakpuasan masyarakal schagal konsumen, Fenomena tersebul mengganmbarkan
=2oa buruknya kualitas pelavanan publik vang sclama i dinikmati oleh

ahal. Sudah sejak lama masvarakar menceluh  terhadap envelenoeargan
¥ s o P - s
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pelavanan publik yang dirasakan amar Jauh dai harapannya. Tetapi, scjauh ing
termyata Lidak ada perbaiken yang berarti dabom penvelengparsan pelavanan publil.,
Bahkan, harapsn maesvarskal bales pergamtian rezim aban membawa perbaskan
terhadup penyvelenpgaraan pelayanan publik termyata makin Jaeuah dard kenvataan.
Schubungan  dengan  permasalahan  pelavanan publik  di as, maka
dilakukanlah penelitian temang bagaimana kualitas pelayanan vang diberikan instanst
pemerintah terhadap masvarmkat di Indonesia. Penelitian tentang koalitas pelavanan
publik ini telah dilakukan & Kabupeten Garnd, vaitu umtuk Penguburan Kualilas
Pelayanan  Administrosi Penanaman Modal (Atmoke dkk. 20071 dan Kualitas
Peltayanan di Kanter Pertanzban Kabupalen Sragen (Setvowati dan Suharto, 2007,
Berdasarkan pengukuran kualitas pelavanan Administrast Penanaman Modsl
di Kabupaten Garut, menunjukkan basil bshwa kondisi pelavanan Administrasi
Pengnaman Modal di Kabupaten tersebut belum dilaksanakan secara aptimal, karena
urusan  penanamaon modal  beluen sepenuhnva ereslisast  akibar  terik-menarik
kewenangan antara pemeriniah pusat dan daerah. Sama haleyva dengan penelitian
kuafitas pelavanun Ji kabupalen Gamt, kualitas peleyanan di Kanter Pertanahan
kabupaten Sragen juga belum eptimal dan masil memerlkan banvak perbaikan.
Hasil penelitian tentang kuslitas pelayanan publik di Kabupsten Garut dan
F.ahupates sragen di atas, merupakan contoh kecil dari kondisi pelavanan publik pada
instansi pemerintah, Tetapi, setideknva hal tersehut felgh memperlihatkhan  betapa
masih rendabnya tingkal pelavanan publik dan masih buruknyve birckrasi di fe g
Ritla
Seialan denaan nenefitian sehelimnun rennbic e el el sttt
penelitian dengan judul Pengukueran Kualitas Pelavanan Publik pada Kantor Lirah di

Recamatan Panh Kot Padang, Pengambilan judul ini ditatar belakangi karena masih
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BAB LIMA

PENUTUP

51. KESIMPULAN

Berdasarkon survei dan hasil pengolahan data penelitian, maka dapat diambhil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

b2

Lad

Kualitas pelayanan publik pada Kantor Lurah di Kecamatan Pauh, dapal
dikategorikan Baik dengan nilai interval konversi [KM, vaiu 66,50, Hal
lersebut sesuai dengan stmdar yang ditetapkan keputusan MENPAN
Nomor 25 Tahon 2004,

secara umum kualitas pelavanan publik pacla Eantor Lursh di Kecamatan
Pauh jika di ukur berdasarkan pembagian responden per Relurahan, per
tinghat pendidikan, dan per lingkat umur menunjukkan hasil vang Baik,
Kualitas pelayanan publik yang paling buruk di Kecamatan Paul diberikan
pada Kanlor Lurah Kapalo Koto dengan nitai interval konversi [KM hanya
sehesar 52,77 (Kurang Baik).

Pengukuran kualitas pelavanan publik pada Kantor Lural dj Kecamatan
Pauh berdasarkan jenis kelamin responden menunjukkan hasil vang
bertalak belakang. dimana untuk  responden dengan  jenis  kelamin
perempuan memberikan penilaian yvang Baik. Sedangkan untuk respondden
oria memberikan nenilaian vane Kurang Baile Tni berari. ienic kelamin
respenden sangal mempengaruhi objekiifitas jawaban vang diberikan

dalam pengukuran kualitas pelavanan publik,
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Kualitas/mutu pelayanan publik pada Kantor Lurah di Kecamatan Pauh

pada umumnya dipengaruhi aleh ;

o, Kurangnya kemauan dari pelugas untuk membanti masyarakal dalam
bal pemberian lavanan, dan kurangnya kesediaan petugas Kelurahan
untuk selalu menvampaikan informasi baru kepada masvarakat,

b. Kurangnya Kesedisan petupas pelavanan dalam melakukan segala
usitha untuk mengetahui kebutuhan pelangoan,

c. Rumngnyva Kemampuan dari petugas pelavanan dalam menciplakan
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat,

d. Masih terjadinya fungsi ganda dalam pembagian tugas dan tangsung
Jawab di lingkungan aparat keluraban, padahal pihak Keluraban sendiri
telah membuat straktur organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabmnya.

¢, Persedioan kelengkapan (misalnya, blanko/formulir uituk PEnEUrLsan
KTFy di kKantor Lurah sering habis, sehingga untuk penvelesaian
pengurusan  tersebul, masyarakat harus  menunggu  lama SHITIPAL
kelengkapannya tersedia kembali,

6. Upaya vang telah dilakukan aparat Kelurahan pada Kecamatan Pach dalam

rangka meningkatkan kualitas pelavanannya vaitu, mengantarkan langsung

KTP atau administrasi lainnya vang telah selesai kerumah masyarakal dun

mengecek  langsung  kelengkapan IMB sekaligus mengingatkan b

masyarakat yang belum mengurus  perizinannya, Penerapan dart hal

tersebut, dapal menunjukkan balwa keberhasilan dalam pelavanan publik
akan mendorong tingginys dukungan masyarakal lerhadap kerja birokrasi

pemerintah,
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